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BAB IV 

 PENUTUP  

A.Simpulan  

 Berdasarkan penelitian dan pembahasan diatas tentang Pengawasan Otoritas 

Jasa Keuangan terhadap Bank Perekonomian Rakyat Pasca Undang-Undang 

No 4 Tahun 2023 , maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Setelah terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023, kegiatan usaha BPR 

semakin luas ,yaitu antara lain menempatkan dana pada bank lain, 

meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain, 

melakukan kegiatan usaha penukaran valas, melakukan penyertaan modal 

pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur 

dalam ketentuan perundang-undangan, melakukan kerjasama dengan 

lembaga jasa keuangan lain dan selain lembaga jasa keuangan dalam 

pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah.  BPR juga dapat 

bekerjasama dengan Bank Umum dalam penyaluran kredit atau 

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi UMKM. 

2. Status Pengawasan pada BPR ada 3, BPR dalam status  pengawasan 

normal, BPR dalam status pengawasan penyehatan, BPR dalam status 

resolusi.  

OJK senantiasa berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi pengawas 

bank, baik secara hardskill maupun softskill, melalui penyelenggaraan 

sertifikasi/workshop/ training secara berkesinambungan sesuai kebutuhan 

pengawas. Selain itu, OJK juga mendorong pengembangan hardskill SDM 

OJK agar selalu relevan dengan isu dan tantangan di industri perbankan 
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antara lain transformasi digital, sustainable finance, IT risk, climate risk, 

hingga perubahan perilaku masyarakat. Untuk memastikan pengawasan 

berjalan optimal, OJK juga terus melakukan proses pengendalian kualitas 

pengawasan BPR melalui pelaksanaan quality assurance yang dilakukan 

secara berkala. 

A. Saran 

  Diharapkan dengan terbitnya Undang-Undang No 4 Tahun 2023 

pengawasan OJK terhadap Bank Perekonomian Rakyat semakin baik 

sehingga kasus-kasus kejahatan keuangan dapat kurang dengan adanya 

lembaga pengawasan yang terintegrasi. 
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